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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA
Nomor 639 K/Ag/2017 Membatalkan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr
Tentang Isbat Nikah Poligami” merupakan hasil penelitian kepustakaan sebagai
jawaban atas dua rumusan masalah yaitu, pertama bagaimana pertimbangan
hakim pada Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 atas Putusan Nomor
64/Pdt.G/2016/pta.Mtr tentang isbat nikah poligami dan kedua bagaimana
kesesuaian Putusan MA Nomor 639/K/Ag/2017 dengan ketentuan isbat nikah
dalam Hukum Islam.

Jenis penelitian pada skripsi ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan
(library research). Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui teknik studi
dokumen yakni merujuk kepada referensi tertulis yang sesuai dan mendukung
dengan penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode
kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengolahan menggunakan teknik editing
dan organizing. Untuk teknis analisis kasusnya menggunakan pola pikir deduktif
yaitu dengan bertitik tolak dari premis mayor (umum) kemudian diterapkan
kepada premis minor (khusus) barulah ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa, pertama mengenai
pertimbangan hukum terhadap permohonan isbat nikah poligami sebagaimana
pada perkara yang diadili dalam Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 atas Putusan
Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr menerangkan terkait Hakim MA membatalkan
putusan Judex Factie (Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama tingkat
pertama dan Pengadilan Agama tingkat banding) dengan berpandangan kepada
hukum formil atas kontruksi dasar perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan-
persyaratan ketika akan melakukan perkawinan poligami. Kedua mengenai
pertimbangan pada Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 sudah sesuai dengan
ketentuan isbat nikah pada hukum Islam sebagaimana yang diamini oleh pasal 7
ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya perkawinan siri bisa
mendapatakan pengesahan apabila keduanya masih dalam satu ikatan perkawinan
serta persyaratan-persyaratan perkawinan terpenuhi.

Dari hasil penelitian tersebut, saran yang dapat penulis berikan baik
kepada Majelis Hakim baik pada Pengadilan Agama tingkat pertama dan
Pengadilan Agama tingkat banding untuk lebih teliti dalam membaca fakta hukum
yang ada juga disarankan kepada pemerintah untuk segera mengatur lebih lanjut
perundang-undangan mengenai isbat nikah termasuk perkawinan poligami secara
siri, selain itu disarankan kepada masyarakat untuk tidak menyepelekan
pentingnya pencatatan perkawinan guna melindungi hak-hak suami isteri di
dalamnya.

Vi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan makhluk yang ditakdirkan oleh Allah SWT
secara berpasang-pasangan dan saling melengkapi untuk melanjutkan
silsilah keturunan, hal ini menjadi salah satu tujuan di dalam perkawinan.*
Disamping itu, perkawinan merupakan sunah Rasul Muhammad saw.
dengan penyempurnaan Islam sebagai jalan lurus yang diturunkan oleh
Allah melalui malaikat-Nya. Agama Islam dikenal sebagai agama yang
mengajarkan kasih sayang dalam lindungan rahmat-Nya serta menjadi
rujukan atas segala aspek dalam kehidupan, salah satunya ialah dalam
membangun tatanan keluarga melalui perkawinan. Sebagaimana perintah
atas sunah rasul ini tertera pada Al-qur’\an surah An-nisa’ ayat(1):
1548 Vs Lagle $05 6555 ko Gl aaaly (ol (e 2KAIR 301 205 180 0 T G
(V) G5 s&ile G ) &) aa g 40 sl il il 15805 sl
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) naman-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu.”?
Kelompok masyarakat terkecil yang berawal dari ikatan

perkawinan adalah keluarga, dengan keluarga dapat melengkapi tatanan

sosial dimasyarakat. Menjalin ikatan kuat dalam membentuk bahtera

L Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), 24.
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV
Penerbit Diponegoro, 2012),77



2
rumah tangga tentunya dilandasi dengan rasa sayang, cinta kasih, sehingga
dapat terbinanya suasana damai dan tentram baik itu suami, istri, atau anak
yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah di sini merupakan salah
satu faktor dalam menghiasi kehidupan dalam membangun rumahtangga
sebagai anugerah dari Allah Swt.?

Perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang dilaksanakan
oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan melahirkan sebuah
ikatan sangat erat (mitsagan ghalidzan) dalam rangka taat atas perintah-
Nya dan menyempurnakan separuh agamanya sebagai bentuk ibadah.*
Selanjutnya, menilik makna perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan ialah suatu
ikatan baik lahir ataupun batin yaitu seorang laki-laki dengan seorang
perempuan dalam satu ikatan menjadi suami isteri bertujuan membangun
sebuah keluarga yang harmonis serta kekal berdasar Ketuhanan Yang
Maha Esa.®

Perkembangan aturan mengenai keabsahan perkawinan telah
disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana
pada aturan tersebut memaparakukan dengan hukum agama masing-
masing, selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan lebih lanjut berbunyi,
“Setiap perkawinan dicatat berdasar pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.” ® Dari penjelasan pasal tersebut mengartikan setiap

perkawinan di Indonesia wajib dicatatkan demi memperoleh kekuatan

3 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), 10.

4 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

5 Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tim
Permata Press), 78.

¢ Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, (Bandung: Pustaka
Setia, 2008), 78.
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hukum dan keabsahan perkawinan dari negara. Namun, dengan landasan
aturan tersebut, pada realitanya masih banyak masyarakat Indonesia yang
melakukan perkawinan tanpa melalui proses pecatatan di Kantor Urusan
Agama (KUA) yang mana perkawinan ini biasanya disebut perkawinan
Siri.

Melalui aturan tersebut secara otomatis berdampak pula kepada
perkawinan yang dilakukan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, itu berarti perkawinan tersebut termasuk kedalam
perkawinan yang belum dicatatkan. Perkawinan yang tidak atau belum
dicatatkan memiliki beberapa dampak negatif terutama dalam pemenuhan
hak wanita dan administrasi anak. Adanya pengaruh negatif atas
perkawinan yang tidak tercatatkan salah satu upaya yang bisa ditempuh
melalui proses pengajuan isbat nikah pada Pengadilan Agama yang
berwenang.

Isbat nikah ialah suatu proses yang dapat diajukan oleh pasangan
suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya dan sah secara
hukum agama, guna mendapatkan keabsahan serta mendapat payung
hukum terhadap perkawinan yang berlansung, namun Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 belum disahkan atau perkawinan yang dilaksanakan
secara siri. © Adanya alasan untuk perkawinan tersebut mendapatkan
kekuatan hukum, sehingga terdapat beberapa masyarakat yang
menempuhnya dengan mengajukan permohonan isbat nikah kepada

pengadilan yang berwenang.

" Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”,
Pranata Hukum, No. 2 Vol. 8, (Juli, 2013), 139.
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Tidak terlepas dengan bahasan pernikahan siri terhadap

permohonan ishbat nikah demi mendapatkan perlindungan hukum, perlu

adanya gambaran umum mengenai pemaknaan pernikahan siri. Adapun

pernikahan siri secara umum diartikan oleh masyarakat sebagai berikut:®

1.

Perkawinan tanpa restu wali, pernikahan ini disebut siri karena
dilaksanakan secara tertutup tanpa sepengetahuan pihak wali
perempuan Yyang tidak menyetujui pernikahan tersebut
berlangsung. Pernikahan ini juga terjadi alasannya hanya ingin
memenuhi keinginan hasrat semata tanpa memperdulikan
ketentuan-ketentuan sesuai syariat.

Perkawinan sah dengan berdasarkan syariat Islam, namun tidak
dianggap sah oleh negara dikarenakan perkawinan itu tidak

terdaftarkan pada lembaga yang berwenang.

Dari kedua paparan mengenai istilah nikah siri yang diterapkan

dilndonesia. Adapun istilah nikah siri menurut hukum positif yang berlaku

adalah pernikahan yang hanya dilakukan secara agama atau rukun

syaratnya

terpenuhi, namun pernikahannya tidak dilakukan di depan

Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.®

Pernikahan siri yang masih saja terjadi pada masyarakat Indonesia

tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang melatar

belakanginya, diantaranya:*°

8 Muhammad Quraish Shihab, 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta: Lentera

Hati, 2010), 557-558.

® Musfir Al-Jahmi, Poligami dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insansi Press, 1997), 69.
10 Abdul Dijalil, Flgh Rakyat; Pertautan Figh dengan Kekuasaan, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 289.
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1. Nikah siri dilangsungkan karena tidak adanya restu dari orang
tua kedua belah pihak ataupun salah satu pihak terhadap
hubungan tersebut.

2. Adanya keinginan berpoligami yang sebenarnya tidak di restui
oleh istri atau isteri-isteri sebelumnya, sehingga melakukan
perkawinan siri.

3. Nikah siri yang dilakukan dengan dalih untuk menghindarkan
diri dari perbuatan dosa karena zina atau sebagai ikatan yang
digunakan untuk mengahalalkan suatu hubungan.

4. Nikah siri yang dilangsungkan karena mempelai sebenarnya
belum mapan baik secara materil maupun sosial namun tidak
bisa menahan syahwat untuk menikah.

5. Nikah siri yang dilakukan karena kurangnya atau ketidak
tahuan pemahaman hukum pasangan terhadap prosedur

pencatatan perkawinan.

Memahami tentang pernikahan siri dan pentingnya pencatatan
perkawinan, demi terlaksananya tata tertib administrasi guna
melindungi ikatan perkawinan, sehingga isbat nikah dianggap
sebagai jalan alternatif yang diberikan oleh negara bagi masyarakat
yang perkawinannnya tidak mendapatkan akta nikah.! Namun,
yang perlu digaris bawahi bahwa batasan-batasan mengenai
pengajuan atau apa saja alasan yang diperbolehkan untuk
mengajukan permohonan isbat nikah yakni pada perkara-perkara

yang sudah tertera pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 17

1 Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Pranada
Media, 2004), 86.



ayat (3).

Pada karya tulis ini juga menyinggung mengenai poligami, di
mana poligami sering dipahami sebagai perkawinan yang
berlangsung dengan suami tidak hanya menikahi seorang wanita
saja sebagai isterinya. Beberapa orang masih keliru dalam
memhami praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah,
termasuk pula kaum muslimin itu sendiri. Terdapat suatu anggapan
yang menyatakan bahwa poligami merupakan salah satu sunnah
Nabi, lalu jika halnya demikian timbul pertanyaan sanggahan
mengapa Nabi tidak berpoligami semenjak awal menikah?
Nyatanya pada sejarah kisah beliau, Rasulullah masih
bermonogami dalam waktu sekitar 28 tahun, sedangkan beliau
berpoligami kurang lebih hanya 7 tahun. Terdapat pula anggapan
yang menyatakan bahwa Nabi berpoligami tujuannya untuk
memenuhi kebutuhan hasrat biologisnya sebagaimana tujuan
tersebut dilakukan sebagaian besar oleh pengikut anggapan yang
demikian itu.'?

Permasalahan selanjutnya muncul apabila pasangan suami
isteri yang melakukan nikah poligami dilakukan secara siri.
Tentunya dari pernikahan tersebut tidak adanya pengakuan dari
negara dan itu pula akan berdampak pada perlindungan atas
keabsahan hak isteri. Sebagaimana yang telah tertulis pada pasal 56
ayat (3) KHI berbunyi, “Perkawinan yang dilaksanakan dengan
isteri kedua, ketiga ataupun isteri keempat namun, dilakukan tanpa

izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak

12 1bid., 68.



memiliki kekuatan hukum.”13

Seperti halnya permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu
apabila ketika pasangan suami isteri yang menikah secara siri lalu
terdapat percecokan dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan
perkawinan tersebut. Dengan itu, isteri ingin mengajukan gugatan
perceraian demi terpenuhinya hak-hak sebagai isteri yang
dilindungi oleh negara

Keinginan untuk mendapatkan hak-hak isteri pasca perceraian
sebagaimana istri yang sah, tentunya sebagai syarat formil
pengajuan gugatan perceraian perkawinan harus disahkan terlebih
dahulu dengan melalui isbat nikah poligami. Awalnya pada
Putusan Agama Selong No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL, kemudian
dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.
64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr, adapun dalam kedua putusan tersebut
menyatakan mengabulkan permohonan isbat nikah yang
dimohonkan oleh sang isteri dalam pemenuhan syarat formil
gugatan perceraian. Namun, ketika dilakukan upaya hukum kasasi
kepada Mahkamah Agung (MA) oleh suami dan menghasilkan
Putusan N0.639 K/Ag/2017, menyatakan bahwa permohonan isbat
nikah poligami ditolak dan dalam amarnya membatalkan putusan
Judex Factie.

Berdasarkan pemaparam di atas, penulis berkeinginan untuk
mendalami dan menganalisis secara lanjut mengenai pertimbangan

Hakim MA dalam memberikan putusan tersebut, sehingga penulis

13 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam, 1998), 34.
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menuangkannya hasil pemikirannya dalam bentuk skripsi yang
berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA Nomor
639 K/Ag/2017 Atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Tentang Isbat Nikah Poligami”.

B. ldentifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Ildentifikasi Masalah

Adanya beberapa pemaparan yang tertera pada rumusan latar

belakang masalah di atas, sehingga bisa dikemukakan beberapa

identifikasi masalah diantaranya:

a.

Definisi dan makna dari isbat nikah berdasar pada Hukum
Perkawinan Indonesia

Faktor-faktor yang diperbolehkan melakukan isbat nikah

Akibat hukum dari adanya perkawinan poligami yang dilakukan
secara siri

Mekanisme pencatatan nikah poligami melalui isbat nikah
Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA Nomor 639
K/Ag/2017 atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr terkait
Isbat Nikah Poligami.

Kesesuaian Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 atas Putusan
Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang lIsbat Nikah Poligami

dikaitkan dengan ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam (KHI).

2. Batasan Masalah

Berdasarkan dari beberapa identifikasi masalah yang usai

dirumuskan penulis, serta menghindari adanya masalah diluar dari
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penjelasan pada skripsi ini, dengan demikian penulis menetapkan
batasan masalah diantaranya sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017
atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr terkait Isbat Nikah
Poligami.

b. Kesesuaian Putusan MA 639 K/Ag/2017 atas Putusan Nomor
64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami dengan

ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam (KHI).

C. Rumusan Masalah
Pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya baik dari latar belakang
serta batasan masalah, pokok bahasan yang akan dibahas oleh penulis pada
skripsi ini ialah dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 639
K/Ag/2017 atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat
Nikah Poligami?
2. Bagaimana kesesuaian Putusan MA 639 K/Ag/2017 atas Putusan
Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami dengan

ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam (KHI)?

D. Kajian Pustaka
Dalam melakukan kajian dan untuk menulis skripsi biasanya
dibutuhkan referensi kajian pustaka, adapun kajian pustaka sendiri ialah
pemaparan singkat tentang suatu topik atau permasalahan yang akan dikaji
oleh peneliti. Tujuan adanya kajian pustaka ini ialah bermaksud untuk

menegaskan bahwa tulisan yang dibuat oleh peneliti, bukanlah hasil
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duplikasi atau pengulangan kajian terdahulu maupun daripada data yang
sudah dikumpulkan oleh peneliti pada kajian terdahulu.*

Untuk itu perlu adanya menyebutkan beberapa penelusuran yang
dilakukan oleh penulis terhadap karya tulis ilmiah yang sudah membahas
mengenai masalah putusan atas pengajuan isbat nikah, sebagai berikut:

1. Skripsi yang diajukan oleh Haerul Anwar, mahasiswa UIN Sunan
Ampel Surabaya diajukan pada tahun 2018. Skripsi tersebut diangkat
dengan judul “Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Isteri Masih di
Bawah Umur (Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Sumenep No. 0247/Pdt. P/2014/PA.Smp).” Pokok
materi yang dibahas pada skripsi ini mengenai alasan atau
pertimbangan hakim yang menolak isbat nikah, padahal jika merujuk
pada hukum Islam perkawinan tersebut telah mencukupi dari rukun
dan syaratnya, namun hanya saja memang dari sisi hukum positif yakni
pada pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang dikolerasikan dengan pasal 15 angka (1) KHI tidak mengakui
adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. *°

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Faridah Alia Wardani diajukan pada
tahun 2017, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini
diangkat dengan suatu judul “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan
Hakim Pengadilan Agama Di Jawa Timur Tentang Status Istri dan
Anak Pasca Penolakan Perkara Isbat Nikah Poligami: Studi

Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor:

14 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya:
UIN Sunan Ampel Suarabaya, 2016).

15 Haerul Anwar, “Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Isteri Masih di Bawah Umur
(Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep
No.0271/Pdt.P/2014/pa.Smp)”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
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0164/pdt.G/2013/PA.Prob”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan
mengenai status isteri dan anak akibat penolakan permohonan
isbat nikah yang diajukan di PA Probolinggo. Dimana dijelaskan
pada skripsi tersebut, bahwa pertimbangan hakim menolak perkara
isbat poligami yang diajukan karena dari sisi hukum positif yaitu
tidak dilampirkannya surat izin dari isteri-isteri sebelumnya,
disamping itu penulis pada skripsi tersebut menganalisisnya dari
pandangan status anak yang tidak berkekuatan hukum akibat
penolakan isbat nikah tersebut.®

3. Skripsi yang dikaji oleh Moh. Ali Maksum, mahasiswa UIN Sunan
Ampel Surabaya yang diajukan pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis
dengan judul “Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Isbat Nikah
Poligami Karena Isteri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak
Menyetujui (Studi Putusan PA Bondowoso No.1456/Pdt.G/2014/PA
Bdw)”. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai penolakan hakim yang
dituangkan pada putusan No0.1456/Pdt.G/2014/PA Bdw. Penolakan
hakim tersebut dikarenakan ada syarat formil yang tidak terpenuhi
sebagaimana yang sudah ditentukan pada Pasal 9 Undang-undang No.
1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pertimbangan hakim pada
putusan di atas dianalisis oleh penulis skripsi tersebut dari prespektif

hukum Islam saja.’

16 Nur Faridah Alia Wardani, “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama
Di Jawa Timur Tentang Status Istri dan Anak Pasca Penolakan Perkara Isbat Nikah Poligami:
Studi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 0164/Pdt.G/2013/PA.Prob”, (Skripsi-UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2017).

17 Moh. Ali Maksum, “Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Isbat Nikah Poligami Karena Istri
Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi Putusan PA. Bondowoso No.
1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw)”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
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4. Skripsi yang ditulis oleh Hajrah Rizky Maulina, mahasiswa UIN
Maulana Malik lbrahim Malang yang diajukan pada tahun 2018.
Skripsi ini diangkat dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Isbat Nikah Akibat
Poligami Terselubung: Studi Kasus Perkara No.
1362/Pdt.G/2016/PA.Kdr.” Pada skrispi ini dijelaskan mengenai
pertimbangan hakim atas penolakan isbat nikah yang dimohonkan di
Pengadilan Agama Kediri akibat adanya poligami terselubung, dimana
penulis pada skripsi tersebut menganalisisnya secara yuridis, serta
menyebutkan Implikasi terhadap status perkawinan yang putus dan
status anak dalam perkawinan poligami akibat dilakukan secara
terselubung.'®
5. Tesis yang ditulis oleh Robith Muti’ul Hakim, mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta yang diajukan di tahun 2017. Thesis diangakat
dengan judul “Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-
Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/PDT.G/2004/PA.SMN Dan
Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/PA. SMN. Tentang Isbat Nikah
Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman)”. Pada tesis ini
menjelaskan mengenai komparasi dari sisi yuridis-normatifnya pada
dua putusan di Pengadilan Agama yang sama, namun putusan serta
pertimbangan yang diberikan hakim terhadap kedua putusan tersebut
berbeda. Pada putusan No. 190/PDT.G/2004/PA.SMN, adapun majelis

hakim memberikan putusan penolakan terhadap permohonan isbat

18 Hajrah Rizky Maulina, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap
Penolakan Isbat Nikah Akibat Poligami Terselubung: Studi Kasus Perkara No.
1362/Pdt.G/2016/PA.Kdr, (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
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poligami, sedangkan pada Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.SMN,
hakim mengabulkan permohonan ishat nikah poligami.*®

Sedangkan, pada skripsi ini penulis mengkaji dan meneliti
mengenai pertimbangan hukum hakim pada Putusan MA No. 639
K/Ag/2017 yang membatalkan amar Putusan Pengadilan Tinggi
Agama pada Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr yang mengabulkan
permohan ishat nikah poligami. Atas penolakan permohonan isbat
nikah oleh Hakim MA pada putusan tersebut, penulis menganalisis
pertimbangan Hakim MA dan mengkaji kesesuaian antara
petimbangan hakim pada Putusan MA No. 639 K/Ag/2017 dengan
ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam. Sehingga jelas, pada skripsi
ini berbeda pembahasan dan tidak meyadur pemikiran dan data dari

penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian
Adapun pada penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk pemenuhan
tugas akhir akademik dalam mendapatkan gelar sarjana yang diberikan
oleh fakultas syariah dan hukum, serta adanya doorongan terhadap tujuan
penelitian terkait isi yang dikaji sesuai dengan rumusan masalah seperti
dipembahasan sebelumya, yakni sebagai berikut:
1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam
Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 atas Putusan Nomor

64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami.

19 Robith Muti’ul Hakim, “Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi
Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.Smn dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn
Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman)”, (Tesis-UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2017).
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2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesesuaian Putusan MA 639
K/Ag/2017 atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat
Nikah Poligami dengan ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam

(KHI).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam menghasilkan penelitian yang mempunyai kegunaan serta manfaat
maupun kontribusi, baik secara teoritis kegunaan hasil penelitian pada skripsi
ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dikaji oleh penulis ini, diharapkan bisa berguna dalam
memberikan sebuah gambaran yang jelas terhadap pemaparan mengenai
beberapa peristiwa yang terjadi didalam perkawinan, maupun peristiwa yang
menyebabkan beberapa permasalahan kedepannya. Terutama seperti yang
penulis kaji dalam Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017, yakni perkawinan
poligami tanpa adanya proses pencatatan dan tidak mendapatkan perizinan
dari isteri-isteri terdahulu sehingga perkawinannya dilakukan secara siri.

Tentunya dampak dari nikah siri ialah perkawinannya tidak memiliki bukti
otentik seperti buku nikah dan akta nikah, oleh karenanya diperlukan adanya
isbat nikah bertujuan dalam memperoleh kekuatan hukum atas hak-hak dalam
perkawinan sebagaimana yang didapatkan pada perkawinan yang disahkan
oleh negara. Perkawinan yang tanpa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama

(KUA), dapat menyebabkan beberapa akibat negatif dimasyarakat sekitar.

G. Definisi Operasional
Skripsi yang dikaji penulis yakni yang berjudul, “Analisis Hukum

Islam Terhadap Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 Atas Putusan Nomor
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64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami.” Supaya
memudahkan pemahaman atas bahasan pada skripsi tersebut dan untuk
menghindarkan timbulnya beberapa penafsiran bagi pembaca, sehingga
penulis penting untuk memaparkan maupun mendefinisikan dari beberapa
istilah sebagai variabel atau konsep dalam penelitian yang akan dikaji
ini.?

Kemudian mengenai beberapa istilah yang terkait dalam
pembahasan permasalahan yang dikaji oleh penulis, diantaranya:

1. Hukum Islam: Ketentuan yang dijadikan sebagai pisau analisis
terhadap sesuatu hal atau permasalahan seperti dalam skripsi ini ialah
mengenai pembatalan Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr terkait
isbat nikah oleh Putusan MA Nomor 639/Ag/2017, kemudian
dihubungkan dengan ketentuan mengenai ketentuan isbat nikah pada
hukum Islam di Indonesia. Adapun alat yang digunakan untuk
menganalisis ialah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI),
Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun
2006 Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan
Agama.

2. Putusan MA No 639 K/Ag/2017: merupakan hasil pertimbangan hakim
MA vyang diberikan dalam membatalkan putusan pada tingkat
sebelumnya. Yakni Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PTA. Mtr dengan
menolak permohonan isbat nikah poligami sebagai syarat formil

gugatan percerian.

20 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011),

115.
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3. Isbat Nikah Poligami: Suatu tahapan dalam pengajuan permohonan

terhadap penetapan ataupun pengesahan atas perkawinan poligami

yang dilangsungkan secara siri yang diajukan kepada Pengadilan

Agama guna memperoleh keabsahan dan adanya kekuatan hukum
terhadap perkawinan poligami tersebut sebagai bukti otentik.

4. Gugatan Perceraian: suatu perilaku hukum yang dilakukan oleh

penggugat (yang dimaskud ialah hak isteri) untuk mengajukan gugatan

perceraian kepada pengadilan yang berwenang dalam memutuskan

perkawinannya.

H. Metode Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis termasuk kedalam
penelitian hukum normatif. Adapun pengertian tentang penelitian hukum
normatif ialah suatu tahapan yang dilakukan untuk mengkaji ataupun
menggali hukum guna memberikan jawaban atas suatu permasalahan
hukum yang dihadapi baik bersifat akademik maupun praktisi, yang
melingkupi aturan hukum, asas-asas hukum, serta norma-norma yang
berkembang dan suatu kenyataan hukum yang ada ditengah masyarakat.?*
Terkait metode penelitian yang dipakai saat melakukan penelitian ini
perlulah penulis kemukakan ialah sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dihimpun untuk keperluan penelitian adalah data yang
memuat mengenai permasalahan yang terdapat pada penelitian ini dan

diambil melalui studi kepustakaan sebagai berikut:

21 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.
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a. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.
64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.
b. Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 639K/AG/2017
2. Sumber Data
Mengenai sumber data yang ada di dalam penelitian ini ialah
sumber data sekunder. Adapun arti tentang sumber data sekunder ialah
bahan hukum yang digunakan sebagai media perantara maupun sumber
informasi sehingga dapat dianalisa menjadi sebuah pemahaman yang
lebih mendalam.?? Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam
penelitian ini menggunakan bahan hukum, diantaranya meliputi:
a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
1) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.
64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.
2) Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 639K/AG/2017
b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:
1) Kompilasi Hukum Islam
2) Buku Hukum Keluarga Islam
3) Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi
Kepaniteraan (BINDALMIN).
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam kepenulisan skripsi
ini adalah dengan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yakni
melalui studi dokumen ialah suatu langkah yang dipakai dalam

mendapatkan data melalui cara membaca, merangkum, menelusuri,

22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),
29.
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mencatat dan mengkaji melalui dokumen yang berupa salinan Putusan
MA  No. 639 K/Ag/2017, salinan Putusan ~ Nomor
64/Pdt.G/2016/PTAMtr, ketentuan-ketentuan ataupun jurnal-jurnal
yang berkaitan dengan bahasan ishat nikah poligami.

Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan diproses melalui rangkaian

langkah sebagai berikut:

5.

a. Editing, ialah dengan penulis memeriksa, memilih atau menyeleksi
ulang semua data yang didapatkan oleh penulis misalkan memeriksa
kembali salinan putusan dari tingkat pertama hingga pada salinan
putusan tingkat Mahkamah Agung (MA). Adapun yang diperiksa
meliputi kesesuaian, kejelasan, serta relevansinya terhadap
permasalahan yang akan dikaji.?®

b. Organizing, ialah langkah yang dilalui dalam pengelolaan data
setelah proses editing, yakni proses yang dilalui oleh penulis dalam
mengatur lalu menyusun data sedemikian rapi hingga diperoleh
suatu gambaran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan
dikaji.?*

Teknik Analisis Data
Analisis data adalah suatu usaha yang ditempuh dalam mencari

serta merangkainya secara sistematis atas data yang didapatkan dari

studi kepustakaan berguna guna memberikan peningkatan pemahaman
penelitian terhadap kasus yang dikaji lalu menyajikannya sebagai hasil

penelitian. Ketika dalam menganalisis data hendaknya dilakukan

23 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

91.
24 Ibid., 92.
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secara lengkap dan komprehensif, yaitu secara mendalam melalui
beberapa aspek yang disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian serta
seminimal mungkin memperkecil data yang terlewatkan.?

Metode analisis yang diterapkan oleh penulis dalam skripsi ini
ialah menggunakan metode deskriptif analisis, dimana metode tersebut
dipakai dalam mendeskripsikan maupun menggambarkan secara rinci
dan jelas mengenai data yang tersedia untuk dikaji kemudian disusun
secara sitematis nantinya akan dikaitkan dengan undang-undang yang
berlaku.?® Adapun untuk analisis datanya, penulis menggunakan pola
pikir deduktif yakni metode yang mengaplikasikan hal-hal secara
umum terlebih dahulu untuk selanjutnya diterapkan dengan bagian
yang khusus sehigga bisa ditarik kesimpulan atas suatu masalah yang

dikaji.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperinci pembahasan agar mudah dipahami dalam kepenulisan
skripsi ini, sehingga diperlukannya sistematika penyusunan. Mengenai
sistematika penyusunan dalam skripsi ini dibagi kedalam lima bab,
selanjutnya tiap-tiap bab akan memaparkan permasalahan yang dijabarkan
melalui beberapa sub bab, dengan susunan antara satu bab dengan bab lainnya
yang saling bekolerasi serta terdapat keterkaitannya. Adapun sub bab yang ada
dalam skripsi ini di antaranya:

Bab pertama ialah bab pendahuluan, dimana terdapat Latar Belakang

Masalah, Identifikasi serta Batasan Masalah, kemudian dilanjutkan dengan

25 |hid, 172.

26 Imam Machali, Metode Penelitian Kuantitatif Pnaduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan
dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Program Studi MPI UIN Sunan
Kalijaga,2017), 13.
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Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,
Definisi Operasional, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, membahas dasar teori mengenai Mekansisme Aturan Isbat
Nikah Poligami, adapun didalamnya terdiri atas: Pengertian poligami dan isbat
nikah poligami, Faktor-faktor apa saja yang diperbolehkan melakukan ishat
nikah, landasan hukumnya dan mekanisme pelaksanaan isbat nikah dalam
hukum Islam.

Bab ketiga, penulis akan membahas mengenai pemaparan dan deskripsi
kasus yang terdapat pada putusan MA No. 639 K/Ag/2017 mulai dari
identitas pemohon atau termohon, deskripsi kasus, pertimbangan hakim PTA
pada putusan sebelumya dan pertimbangan hakim MA, sampai dengan amar
putusan yang dijatuhkan pada putusan MA No. 639 K/Ag/2017.

Bab keempat, ialah bagian yang membahas tentang analisis terhadap
perimbangan Hakim MA dalam memberikan Putusan No. 639 K/Ag/2017 atas
Putusan No0.64/Pdt.G/2016/PTA. Mtr. Terkait isbat nikah poligami yang
kemudian, dalam bab ini pula akan membahas mengenai kesesuaian antara
Putusan MA No. 639 K/Ag/2017 tentang isbat nikah poligami dikaitkan
dengan ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam berdasarkan yang
dipaparkan pada bab kedua skripsi ini.

Bab kelima ialah bab terakhir, dimana terdiri dari kesimpulan atas jawaban
hasil penelitian dari rumusan masah dan juga ditutup dengan menyantumkan

saran.
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BAB 11

KETENTUAN ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Nikah Poligami dalam Islam

1. Pengertian Poligami

Poligami dalam Islam didefinisikan sebagai perkawinan yang
dilangsungkan oleh seseorang laki-laki kepada 2(dua) hingga 4(empat)
orang isteri di bawah tanggungannya dan tidak diperbolehkan lebih dari
batas yang telah ditentukan oleh syariat.?” Terdapat ayat yang dijadikan
sebagai landasan hukum berpoligami sekaligus anjuran untuk melakukan
monogami sekiranya sang suami tidak sanggup bersikap adil atas isteri-

isterinya, yakni tertera pada Al-quran surah an-Nisa’ayat (129):

&) adhall e il O 15k S8 e 35 sk g sl O sedins s
(VY9) Lun )y 1550 G Gl 1 585 1 ALY

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di
antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,
karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.?

Dasar pijakan selanjutnya yang dipakai dalam memahami konsep
poligami ialah yang tertera pada Q.S an-Nisa ayat (3), yang berbunyi:
s YA plhs S5 e oLl G 281 Gl b | ASHE Rl 3 15T VT AL )5

(V) Vsl g5 W1 50l 2R &0 L 3l 5aa) 38 ) lad

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

terhadap (hak-hak) perempuan yang vyatim (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

2" Arij ‘Abdurrahman As-Snan, Memahami Keadilan dalam Poligami, (Jakarta: PT.Globalmedia
Cipta Publishing, 2003), 25.
28 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahan,...80.
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senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya.”?°

Penggalan ayat di atas mengenai penjelasan dari diperbolehkan
seorang laki- laki untuk menghimpun 2 (dua) hingga 4 (empat) orang
isteri didalam suatu perkawinan. Tentunya batas maksimal laki-laki
hanya boleh melaksanakan perkawinan dengan perempuan sebanyak
4(empat) kali, di luar itu berarti laki-laki tersebut telah melanggar
syaria’at yang sudah ditetapkan dan dampaknya ialah perkawinan
tersebut dianggap tidak sah. Di samping Islam memperbolehkan
berpoligami, namun ayat di atas juga sebenarnya memberikan
pengertian bahwa jika dengan berpoligami akan mendatangkan
kedurhakaan yakni tidak bisa memnuhi hak-hak dari isteri-isterinya,
maka seharusnya dia cukuplah dengan menikahi seorang isteri saja

(konsep monogami).*°
Prinsip kebolehan dalam melakukan poligami dengan merujuk

kepada beberapa pendapat ulama sebagai berikut:®!

a. Al-Syaukani dalam pendapatnya menjelaskan, sebab turunnya ayat
di atas berkaitan dengan tradisi masyarakat arab pra-Islam, diantara
kebiasaannya ialah wali yang berkeinginan untuk menikah dengan
anak yatim karena tidak lagi memberikan mahar sejumlah dengan
mahar yang diberikan kepada perempuan pada umumnya. Dengan

kebiasaan yang membandingkan mahar kepada anak yatim yang

akan dinikahi seperti itu, oleh karenanya Allah memerintahkan

29 1bid, 112.

%0 Arij ‘Abdurrahman As-Snan, Memahami Keadilan dalam Poligami,...131-132.
31 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2004),

48.
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untuk mempersunting perempuan yang bukan yatim saja dengan
batas maksimal 4 orang, dengan ketentuan harus dapat berlaku adil
kepada mereka. Apabila tidak sanggup berlaku adil oleh sebab itu
cukuplah satu perempuan saja yang dinikahi.

Menurut Al-Maraghi dalam kitab yang ditafsirkanya menyatakan
bahwa poligami merupakan sebuah kebolehan namun terdapat
beberapa syarat yang diperketat. Kebolehan poligami jika mengikuti
pandangan Al-Maraghi ialah diperbolehkan ketika dalam keadaan
terdesak saja. Catatan ini dimasukkan agar para pihak yang
melakukan poligami tidak berlaku seenaknya, dalam hal ini ialah
harus mempertimbangkan apakah ia memang bisa bersikap adil
terhadap isteri ataupun isteri-isterinya disamping itu mampu dalam
mencukupi kebutuhan materi.

Pendapat dari Sayyid Qutub yaitu menguatkan pendapat dari al-
Maraghi, yang mengemukakan bahwa kebolehan poligami
dilakukan ketika seseorang dalam keadaan benar-benar terdesak
saja atau dalam kondisi yang darurat. Oleh karenanya beliau
memandang poligami sebagai perbuatan rukhshah atau apabila
terdapat kemaslahatan jika melakukan poligami, seperti sangat
berkeinginan memiliki keturunan tetapi istri yang sebelumnya tidak
bisa memberikannya. Sayyid Qutub juga menegaskan bahwasanya
saat seorang laki- laki yang melakukan poligami, maka ia haruslah
beelaku adil dalam hal ini dituntut adil dalam meberikan nafkah,

bermuamalah, serta adil pada giliran tidur malam.

Dari beberapa pemaparan mengenai hukum kebolehan berpoligami,
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bisa diambil garis besarnya bahwa dalam hukum Islam secara
prinsipnya poligami tidak diharamkan, namun juga tidak diperintahkan.
Artinya, poligami merupakan jalan keluar yang diberikan oleh syari’at
sebagai alternatif kemaslahatan dalam problematika tertentu.®? Semisal
ketika sangat ingin memiliki keturunan tetepi isteri sebelumnya tidak
bisa memberikan keturunan, sehingga poligami datang sebagai pilihan
di dalamnya dan tentu harus dengan syarat bisa terwujudnya perilaku
adil oleh suami kepada isteri-isterinya.

Status hukum mengenai poligami pada hukum perkawinan di
Indonesia tertera ialah diperbolehkan dengan memenuhi persyaratan
tertentu.®® Adapun mubah yang dimaksud di sini ialah sebagai jalan
alternatif mengenai bebarapa masalah yang diperbolehkan untuk
melakukan poligami dengan sebatas hanya 4 (empat) orang isteri saja.
Batasan jumlah isteri tersebut telah dijelaskan sebagai mana bunyi pasal
55 KHI, di antaranya:

(a) Beristeri lebih dari seorang sebatas 4 (empat) isteri saja pada

waktu yang bersamaan.

(b) Syarat yang utama ketika seseorang hendak melakukan poligami,
ialah suami harus mampu berlaku adil dalam pemenuhan secara
materil maupun immateris terhadap isteri-isterinya.

(c) Jika syarat utama yang tertera pada point (b), tidak sanggup
untuk memenuhi, maka suami dilarang untuk melakukan

polgami.

$2Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.
3 Agus Suanryo, “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)”, Jurnal Studi
Gender dan Anak, No 1 Vol .5, (Januari, 2010), 4.
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2. Tata cara poligami menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Prosedur dalam melakukan pengajuan permohonan poligami

dilaksanakan baik secara tertulis maupun ditujukan kepada pengadilan

yang berwenang. Pada peraturan perkawinan di Indonesia, landasan

hukum tentang permohonan poligami tertera di pasal 56, 57, dan 58

Kompilasi Hukum Islam (KHI). ** Adapun ketentuannya sebagai

berikut:

a.

b.

Suami yang akan melakukan poligami, yakni suami yang
memiliki isteri melebihi daripada seorag saja wajib
mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama yang
berwenang.

Apabila melaksanakan perkawinan baik dengan isteri kedua,
ketiga, ataupun dengan isteri yang keempat belum memperoleh
izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut akan tidak bisa

memperoleh kepastian hukum.

Pengadilan Agama akan mengizinkan berpoligami kepada suami

yang mengajukan permohonan poligami, dengan ketentuan seperti

yang tertera pada pasal 57 KHI di antaranya:

a.

Isteri tidak bisa memenuhi tugas dan kewajibannya
sebagaimana seorang isteri

Isteri mendapatkan cacat dibadannya atau menderita penyakit
yang tidak bisa disembuhkan

Isteri tidak bisa meneruskan generasi (menderita kemandulan).

34 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan

Agama Islam), 515.
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Mengutip pendapat Abdul Halim Abu Syuqgah, yang

mengutarakan faktor-faktor yang menjadi alasan seorang laki-laki
berkeinginan melakukan poligami yaitu:

a. Jalan yang ditempuh untuk permasalahan yang terdapat pada
seorang isteri seperti kemandulan, terdapat cacat fisik maupun
menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan

b. Terdapat suatu kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh isteri
saat itu juga, seperti seringnya suami mendapatkan pekerjaan
diluar kota dengan waktu yang cukup lama. Sehingga suami
memilih melakukan poligami untuk menyalurkan hasrat
biologisnya ketika sedang bertugas

c. Berniat melakukan sutu kebaikan, yakni seperti yang dilakukan
oleh Rasullah dengan menikahi perempuan janda tua atau janda
yang masih memiliki tanggungan anak yatim

d. Faktor kesehatan yang prima dan kuat dalam financial
ekonominya, sehingga mempunyai  keinginan  untuk
berpoligami guna memenuhi kebutuhan hasratnya. Dengan
terpenuhinya persyaratan suami mampu berlaku adil terhadap
kebutuhan materil dan immaterial kepada isteri atau isteri-

isterinya dengan baik.®

B. Pencatatan Perkawinan dan Isbat Nikah dalam Hukum Islam
1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

a. Al-quran

35 Abdul Halim Abu Syuqgah, Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashr al-Risalah, Alih bahasa oleh Chairul
Halim berjudul “Kebebasan Wanita”, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 388.
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Pencatatan perkawinan sebenarnya belum terdapat ataurannya
secara jelas di dalam Al-quran. Namun, dalam perkembangannya
hukum pencatatan perkawinan bisa digiaskan sebagaimana dengan
perjanjian.3® Dalam Islam suatu perjanjian muamalah diperintahkan
untuk mencatatkannya demi kemaslahatan bersama, sama halnya
dengan perkawinan yakni merupakan perbuatan hukum berupa ikatan
yang kuat atas seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk
membangun rumah tangga berharap mendapat ridho Allah SWT,
dengan itu telah tertera dalam firman-Nya Q.S an-Nisa ayat (21) yang
berbunyi:
(7)) Unile e K00 (015 iy ) a8y ol 25 40,041 cak 5

Artinya:”’Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,
Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang
lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah
mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

Penggalan ayat di atas secara garis besarnya menyerukan
untuk setiap perbuatan yang melibatkan suatu perjanjian maka
lebih baik untuk mencatatnya suatu perbuatan tersebut demi
terlindunginya hak para pihak di dalamnya, termasuk pula anjuran
pencatatan nikah pada perkawinan.

b. Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Landasan yang digunakan selanjutnya dalam hal pencatatan
perkawinan pada hukum perkawinan Indonesia yakni pasal 2 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang perkawinan,

memaparkan bahwasanya suatu perkawinan dianggap sah jika

dilaksanakan menurut agama masing-masing serta sesuai dengan

% Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya, (Surabaya: UIN
Sunan Ampel Press, 2014), 34.
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kepercayaan yang dianutnya. Perihal ini berkaitan pula dengan
pasal 2 ayat (2) yang memaparkan bahwa setiap perkawinan
hendaknya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan
yang telah berlaku.3” Maraknya pelaku nikah siri, maka pencatatan
perkawinan dipandang penting demi menjaga hak-hak suami istri
maupun kemaslahatan hidup anak. Mengenai tata cara
pencatatannya dilakukan sebagaimana yang tertera pada pasal 3

hingga pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975.

2. lIsbat Nikah dalam Hukum Islam
a. Pengertian Isbat Nikah

Membahas mengenai isbat nikah dalam hukum Islam,
tersusun dari dua kata yakni isbat dan nikah. Adapun isbat
bermula dari bahasa Arab yang bermakna suatu penetapan yang
diberikan oleh yang berwenang.3 Sedangkan, untuk pengertian
nikah itu sendiri sebagaimana yang tertera pada pasal 2 KHI
memaparkan yakni suatu perjanjian yang sangat erat (mitsaagan
ghalidzan) dalam rangka unuk mentaati seruhan Allah dan berniat
melakukannya sebagai bentuk ibadah.

Dari pemaknaan diatas bisa dipahami bahwa isbat nikah
merupakan suatu proses baik dengan penetapan, pengakuan,
ataupun pengesahan terhadap kebenaran perkawinan yang
dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

b. Faktor-faktor yang Menjadi Landasan Pengajuan Isbat Nikah

$7Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Pengadilan
Agama, Pelaksanaan UU Perkawinan,

38 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
Progressif, 1984), 157.
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Bahasan mengenai hal-hal yang diperbolehkan bagi
pasangan suami isteri. yang ingin mengajukan permohonan,
supaya mendapatkan penetapan atau pengesahan  atas
pernikahannya di pengadilan yang berwenang.*® Adapun faktor-
faktor tersebut telah diatur pada pasal 7 ayat (3) menerangkan:
1) Perkawinan dengan rangka perceraian (penyelesaian
perkawinan)
2) Hilangnya Akta Nikah
3) Terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya pada
salah satu syarat perkawinan
4) Adanya perkawinan yang berlangsung sebelum
disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
5) Perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan suami
isteri  yang tidak adanya halangan perkawinan
sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adanya isbat nikah bagi hal-hal yang telah diatur di atas,
dengan adanya batasan-batasan faktor yang bisa untuk diajukan
permohonan ishat nikah ditujukan sebagai tindakan pengawasan
(represif). Artinya, hal ini bertujuan agar masyarakat ketika akan
melakukan perkawinan bukan saja memandang dari sisi fikihnya
saja, melainkan harus memperhatikan dan mempersiapkan aspek-

aspek keperdataan demi keseimbangan untuk terjaminya suatu

39 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2001), 145.
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kepastian hukum atas hak suami isteri.

Isbat nikah memang merupakan jalan yang disediakan
pemerintah untuk mengayomi masyarakatnya supaya terwujudnya
masyarakat yang makmur, Kketertiban administrasi, dan
berkeadilan, termasuk pula dalam perkawinan.*® Untuk pengajuan
isbat nikah dikarenakan tidak adanya bukti akan kebeneran atas
perkawinannya dan tidak terdapat bukti administrativnya seperti
Akta Nikah, tentunya persoalan seperti ini sangat berkaitan
dengan proses pada pencatatan nikah.

c. Prosedur dan Syarat-syarat Isbat Nikah
Proses permohonan isbat nikah tidak jauh beda dengan
prosedur pengajuan permohonan perdata lainnya. Berbicara
mengenai proses isbat nikah yang ditempuh oleh pemohon, di
antaranya:*!

1. Pemohon isbat nikah membuat surat permohonan dan
membawa berkas- berkas yang dibutuhkan untuk
pendaftaran isbat nikah kepada Pengadilan Agama yang
berwenang sesuai dengan wilayah hukum para pemohon.

2. Setelah proses pendaftaran permohonan isbat nikah,
selanjutnya ialah ketua pengadilan akan menunjuk hakim
yang akan menangani perkara permohonan tersebut,

dilanjutkan dengan ditetapkannya hari sidang.

40 Umar Said, Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 2010), 111.
41 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia...., 150-152.
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3. Pada saat berlangsungnya sidang, majelis hakim akan
menanyakan kepada pemohon mengenai alasan pengajuan
ishat nikah.

4. Setelah hakim mendengarkan keterangan alasan yang
diberikan pemohon, selanjutnya hakim akan memberikan
nasihat atau pertimbangan- ertimbangan kepada para
pemohon.

5. Ketika semua nasihat atau perimbangan sudah disampaikan
dengan dituangkan pada penetapan, apakah permohonan

tersbut di tolak atau diterima.

Selain prosedur yang harus diperhatikan dalam mengajukan
permohonan isbat nikah ialah syarat- syarat bagi pihak yang
berhak mengajukan permohonan isbat nikah, diantaranya:?

a. Pasangan suami isteri ataupun salah satu pihak baik suami

ataupun isteri

b. Anak-anak mereka

c. Wali nikah

d. Pihak-pihak lain yang masih memiliki kepentingan

menyangkut hal itu.

C. Pelaksanaan dan Mekanisme Permohonan Isbat Nikah Poligami
Pengajuan permohonan isbat nikah atas pernikahan poligami
secara siri, yaitu dengan melalui seperangkat prosedur yang meliputi

teknis formilnya. 43 Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk

42 Endang Hadrian, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 30.
3 Damsyi Hasan, “Permasalahan Isbat Nikah (Kajian Terhadap Pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974
dan Pasal 7 KHI)”, Mimbar Hukum, No.31, (Jakarta, 1997), 76.
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menerima permohonan isbat nikah yang diajukan dan berwenang untuk
memutusakan apakah suatu permohonan isbat nikah dapat diterima atau
ditolak. Adapun secara teknisnya pengajuan isbat nikah telah diatur pada
buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,
yang memaparkan sebagai berikut:44

1. Permohonan isbat nikah bisa diajukan oleh kedua pihak (suami-
isteri) atau salah satu pihak yakni baik dari pihak isteri, suami, anak,
serta wali, maupun pihak lain yang ikut terikat. Pengajuan
permohonan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Agama yang
berwenang dan berada pada wilayah hukum pemohon bertempat
tinggal, serta diberi alasan maupun kepentingan yang konkrit atas
maksud mengajukan permohonan ishat nikah.

2. Permohonan yang dimohonkan oleh pasangan suami isteri termasuk
kedalam permohonan bersifat voluntair, dengan hasil akhirnya
berupa penetapan. Apabila hasil dari pemeriksaan yang dituangkan
dalam penetapan dengan tidak mengabulkan permohonan isbat
nikah, maka pasangan suami-isteri, dan salah satu pihak baik dari
sisuami ataupun sang isteri dapat mengajukan kembali dengan
melalui upaya hukum kasasi.

3. Pengajuan permohonan ketika hanya salah seorang saja baik itu
suami ataupun isteri, permohonan tersebut bersifat kontensius yaitu
dengan mendudukkan suami atau isteri yang tidak ikut serta dala
pengajuan permohonan, maka sebagai pihak termohon. Hasil

pemeriksaan permohonan shat nikah dengan proses pemeriksaan

44 pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, MARI, Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama 2013, hal 144-145.
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yang bersifat kontensius ialah berupa putusan. Apabila hasil dari
pemeriksaan yang dituangkan dalam putusan berisi bahwasanya
permohonan isbat nikah tersebut tidak dikabulkan. Upaya
selanjutnya bisa yakni melalui upaya hukum banding dan kasasi.

4. Apabila di dalam pelaksanaan pemeriksaan pada permohonan isbat
nikah yang tertera di poin (2) dan (3) ternyata suaminya diketahui
masih terikat dalam perkawinan sebelumnya (dilakukan secara sah),
dengan demikian isteri sebelumnya harus dimasukkan sebagai pihak
dalam perkara atau persidangan. Jika pemohon tersebut tidak ingin
memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak dalam perkara,
pengadilan bisa menolak, maka permohonan tersebut dinyatakan
tidak bisa diterima (niet otvankelijke verklaard).

5. Kemudian, pada point ke sepuluh(10) menerangkan pihak lainnya
yang masih terdapat kepentingan hukum namun tidak dimasukkan
dalam perkara yang diajukan, dilain sisi permohonan yang diajukan
tersebut telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama, bisa
berkesempatan mengajukan gugatan berupa pembatalan perkawinan
terhadap permohonan isbat nikah yang telh disahkan oleh

Pengadilan Agama tersebut.

Ketentuan atas penjelasan mengenai permohonan isbat nikah
poligami yang tertera pada Buku Il tersebut, bisa dijadikan sebagai
pedoman teknis formil yang dijalankan oleh Pengadilan Agama terhadap

perkara isbat nikah, baik yang bersifat voluntair maupun yang bersifat
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Kontensius. 45 Pemberlakuan ketentuan tersebut didasarkan pada
Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IVV/2006 yang disahkan
pada tanggal 6 April 2006, sampai saat ini pun Keputusan Ketua MARI
tersebut belum dicabut maupun dinyatakan tidak belaku oleh Mahkamah
Agung.

Saat menangani suatu perkara permohonan isbat nikah poligami
yang dilakukan secara siri dan diajukan dalam meminta kepastian
hukumnya, Pengadilan Agama Masih berwenang untuk menerima dan
mengabulkannya. Adapun permohonan isbat nikah yang diajukan tersebut
bisa secara kontensius yakni dengan memasukkan semua pihak yang
bersangkutan di dalam perkara, dan bisa juga secara voluntair yakni

diajukan tanpa adanya pihak termohon.®

4 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 29.
46 |ta Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia ..., 154.
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BAB I11

DESKRIPSI KASUS PADA PUTUSAN MA NO.639K/AG/2017 ATAS
PUTUSAN NO.64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr TENTANG ISBAT NIKAH

POLIGAMI

A. ldentitas Para Pihak

1. H. MUHAMMAD ARIFIN bin AMAQ MAHNEP, beralamat di Dusun
Telaga Tampat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur. Pihak dalam perkara ini ialah sebagai Pemohon Kasasi I,
yang sebelumnya ia sebagai Tergugat-Tergugat Intervensi
I1/Pembanding-Terbanding. Dikuasakan kepada ARl SOFIANA binti H.
MUHAMMAD ARIFIN, merupakan anak kandung Pemohon Kasasi,
yang bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 3, Selong,
Kabupaten Lombok Timur berdasar pada Surat Kuasa Insidentil tertera
pada tanggal 1 Februari 2017.

2. a.) Hj. RABIATUL ADAWIYAH binti H. ABDURRAHMAN, alamat
tempat tinggalnya di Dusun Telaga Tampat, Desa Suralaga. Kecamatan
Suralaga. Kabupaten Lombok Timur.

b.) Hj. ARIPATUL ULIA binti MISRAH, berlamat di Dusun Telaga
Tampat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
Dalam perkara in keduanya merupakan para pemohon Kasasi I,
yang sebelumnya merupakan para Penggugat Intervensi/Pembanding.
Keduanya memberikan kuasa kepada SALADIN HAKIM, S.H., berkantor

hukum di Jalan Ahmad Yani Nomor 3 Selong, Kecamatan Selong,
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Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan berdasarkan pada
surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2016.

Melawan

3. Hj. KHALISATUN JAELANI binti H. JAELANI , berlamat di Dusun

Telaga Tampat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten

Lombok Timur. Dengan memberi kuasa kepada Dr. ZAMARAN HADI,

S.H., M.H. dan kawan-kawan advokat, berkedudukan hukum di

Komplek Perkantoran Panjitilar Regency Nomor 06, Jalan Panjitilar

Negara, Desa Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram.

B. Kronologi Kasus

Permasalahan perkawinan pada kasus ini bermula dari pengajuan
gugatan perceraian yang dilakukan oleh penggugat(isteri), namun
perkawinan antara penggugat (isteri) dengan tergugat (suami) dilakukan
secara siri atau tidak dicatatkan pada PPN/KUA yang berwenang. Dalam
pemenuhan syarat formal saat mengajukan gugatan perceraian, maka
langkah awal yang harus ditempuh terlebih dahulu ialah dengan
mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebelum dilayangkan
gugatan perceraian atau yang biasa dikenal dengan istilah isbat nikah.

Penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinannya pada tanggal
20 juli 1983 secara syari’at Islam, sehingga perkawinan antara penggugat
dan tergugat ini tidak memiliki akta nikah. Pada saat dilakukan
perkawinan status dari tergugat (suami) sudah memiliki dua isteri dalam
perkawinan yang sah, dapat diartikan bahwa perkawinan yang berlangsung

antara penggugat denggan tergugat ialah perkawinan poligami. Pada
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mulanya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh keduanya rukun dan
harmonis, sampai pada tahun 2014 mulai goyah keharmonisan dalam
kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, hal ini dilihat dari seringnya
terjadi percecokkan.

Puncak dari permasalahan di kehidupan rumah tangga \penggugat
dan tergugat terjadi di tahun 2015, seringnya terjadi perselisihan antar
keduanya dan sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pada
tahun itu pula, Penggugat berniat untuk mengajukan gugatan perceraian
kepada Pengadilan Agama Selong.

Pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak
memenuhi syarat fomilnnya. Hal ini dikarenakan perkawinan yang
diajukan perceraian itu merupakan perkawinan secara sirri. Sehingga
Pengadilan Agama Selong meminta kepada Penggugat untuk dilakukan
terlebih dahulu proses pengesahan perkawinan (isbat nikah).

Pada waktu sidang pengesahan perkawinan, fakta hukum yang
ditemukan adalah adanya pihak Tergugat Intervensi. Pihak Tergugat
Intervensi disini ialah isteri-isteri dari Tergugat dengan diketahui bahwa
perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan
perkawinan poligami. Pada surat Permohonan Intervensi, pihak Tergugat
Intervensi mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat
dan Tergugat tersebut tanpa meminta izin dari isteri- isteri terdahulu, oleh
karenanya perkawinan tersebut berlangsung dengan tidak dicatatkan.

Hasil dari pengajuan permohonan pengesahan perkawinan (isbat
nikah) pada Pengadilan Agama Selong, isbat nikah poligami tersebut

dikabulkan dengan terdapat beberapa pertimbangan hakim. Dari hasi
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putusan yang diberikan olen Hakim Pengadilan Agama Selong, pihak
Tergugat yang merasa tidak puas kemudian menempuh upaya hukum
selanjutnya yakni melalui upaya banding dengan mengajukan banding
memori kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Dalam proses pemeriksaan berkas, Pengadilan Tinggi Mataram
dengan beberapa pertimbangan menguatkan putusan Pengadilan Agama
Selong. Pihak tergugat masih melakukan upaya hukum kembali yakni
mengajukan kasasi kepada MA, setelah menerima hasil putusan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang identik dengan penguatan atas
putusan Pengadilan Agama Selong.

Adapun mengenai kelanjutan dari pertimbangan hakim terkait
dengan perkara ini baik dari pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Mataram yang tertuang pada Putusan Nomor 64/Pdt.G
[2016/PTA.MTR  maupun pertimbangan yang diberikan oleh hakim
Mahakamah Agung (MA) vyang tertuang pada Putusan Nomor
639K/AG/2017 beserta amar putusannya akan dipaparkan pada bahasan

selanjutnya.

. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Pengajuan upaya hukum melalui kasasi ditempuh oleh pemohon
kasasi berlatar belakang dari ketidak puasan akan hasil putusan Pengadilan
Tinggi Agama Mataram secara turut menguatkan hasil putusan dari
Pengadilan Agama Selong. Sesuai dengan penjelasan pada kronologi
kasus, di mana hasil dari Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr ialah
menguatkan daripada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Selong, yakni Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel.
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Majelis hakim sebelumnya, telah memeriksa bahwa waktu
pengajuan upaya banding dan prosedur pengajuannnya telah terpenuhi
baik pada kompetensi absolute maupaun relatifnya, sehingga permohonan
ditingkat banding tersebut bisa dinyatakan dapat diterima. Selanjutnya
Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi akan  mengadili  serta
mempertimbangkan pokok perkara dan kronologisnya.

Mejelis Hakim PTA Mataram telah mempertimbangkan, bahwa
majelis hakim sependapat dengan putusan yang diberikan oleh Hakim
Pengadilan Agama Selong yakni mengabulkan adanya permohonan isbat
nikah poligami yang telah diajukan oleh Penggugat Asal dalam rangka
pemenuhan syarat formil gugatan perceraian.

Majelis hakim PTA Mataram menguatkan pertimbangan majelis
hakim tingkat pertama. Dengan merujuk pada dalil ekespsi point 1
mengenai anggapan pihak Tergugat/Tergugat Intervensi 11/Pembanding
dengan Penggugat Asal /Terbanding, bahwasanya mereka sudah tidak
terikat perkawinan dikarenakan pasangan tersebut sudah bercerai tanpa
melalui proses di pengadilan.

Pihak Tergugat asal menceraikan pihak Penggugat Asal secara
syariat Islam, hal ini dilakukan pihak Tergugat beranggapan perkawian
yang telah dilakukan dengan Penggugat asal dilakukan secara syariat Islam
saja, sehingga proses perceraiannya pun juga hanya secara syariat. Dalam
Eksepsi pihak Tergugat 1/Pembanding juga memberikan pemaparan bahwa
perkara yang diajukan ini termasuk kedalam perkara poligami.Seharusnya
sebelum melakukan pengajuan isbat nikah dan gugatan perceraian,

seyogyanya diajukan permohonan izin poligami terlebih dauhulu kepada
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pengadilan dengan berdasarkan pada perstujuan dari isteri-isteri
sebelumnya.

Dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa isteri-isteri Tergugat
Asal dalam perkara ini juga merupakan pihak terkait yang mana
Penggugat dalam gugatannya tidak mancantumkan isteri-isteri sebelumnya.
Karena tidak dicantmkannya pada perkara, isteri-isteri Tergugat asal
mengajukan permohonan intervensi dan permohonan tersebut telah
dinyatakan oleh Mejelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pihak
perkara a quo.

Terlibatnya isteri-isteri Tergugat asal dalam proses persidangan,
majelis hakim memberikan pertimbangannya dimana selama 32 tahun
isteri- isteri tergugat Asal mengetahui dan tidak mempermasalahkan atau
tidak adanya penolakan atas perkawinan tersebut, oleh karenanya Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memberikan pertimbangan bahwa
syarat pengajuan isbat nikah Penggugat Asal /Tergugat Intervensi I/
Terbanding dianggap telah terpenuhi.

Alasan majelis hakim memberikan pertimbangan dengan
membenarkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
Terkait pihak Tergugat Asal/ Penggugat Intervensi Il dalam eksepsinya,
menerangkan bahwa isbat nikah dalam memenuhi syarat formil gugatan
perceraian yang mengkonstruksikan terjadinya peristiva poligami
dianggap tidak sah, karena pendapat hukum yang dipakai oleh Hakim
Pengadilan Tingkat Banding adalah tidak beralasan. Sebagaimana
merujuk kepada pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI),

hal tersebut telah diatur dan dimungkinkan apabila terdapat pengajuan
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permohonan pengesahan (isbat nikah) poligami dalam pemunuhan syarat
formil perceraian.

Pada pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Banding point 6
(enam) dalam memberikan jawaban terhadap ekspesi pihak Tergugat asal
maupun pihak Penggugat Intervensi Il. Para pihak tersebut menganggap
bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bertentangan
dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) Bab Il Undang-Undan Nomor 7
Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang
mengkontruksikan syarat atas sahnya pengesahan perkawinan apabila
terjadi perkawinan yang belum/ tidak tercatatkan sebelum diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan.

Sandaran yuridis yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tingkat
Banding mengenai pengesahan atas perkawinan dalam rangka pemenuhan
syarat formil perceraian, ialah merujuk pada Instruktur Presiden
(INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Melalui INPRES tersebut dapat diartikan sebagai pemberian legitimasi
pada pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai
sandaran yang bisa menjadi pedoman dalam menetapkan hukum baik pada
Pengadilan Agama, lalu pada Pengadilan Tinggi Agama, maupun
Mahkamah Agung. Adanya legitimasi ini itu berarti aturan-aturan yang
terdapat pada KHI tidak bertentangan dengan apa yang tertera pada
Undang-Undang. Pemaparan akan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

Agama dalam membantah eksepsi pihak Tergugat Asal, yang menganggap
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jika bersandar pada KHI pertimbangan hukum tersebut tidak berdasar dan
bertentangan degan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.

Pertimbangan selanjutnya mengenai dasar hukum terhadap alasan
perceraian yang dibenarkan, yakni melihat pada pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar hukum pada pasal tersebut,
menerangkan bahwa apabila antara kedua belah pihak suami istri terjadi
percecokkan atau pertengkaran secara terus-menerus serta kedua belah
pihak itu sendiri tidak dimungkinkan unttuk didamaikan lagi.

Fakta hukum tersebut bisa dijadikan sebagai alasan untuk diajukan
gugatan perceraian. Dengan pertimbangan pasal ini, hakim Pengadilan
Tinggi Mataram menguatkan bunyi putusan vyaitu dikabulkannya
permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian sesuai dengan bunyi
amar putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel,
tertanggal pada 13 Juli 2016.

Sebagaimana beberapa alasan hakim Pengadilan Tinggi Mataram
di atas dengan beberapa eksepsi yang dianggap majelis hakim tidak
berdasarkan dengan hukum, sehingga ekspsi yang tidak berdasar harus
ditolak. Sebagaimana dalam alasannya maka majelis hakim membenarkan
serta menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Selong
sebagaimana terlampir pada Putusan Nomor. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Beberapa pertimbangan dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Mataram diatas sebagaimana telah terlampir pada Putusan Nomor.
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64/Pdt.G.2016/PTA.MTR. Sehingga hakim memberikan putusanya pada
lembar Amar Putusan, berbunyi:*’
1. Pengajuan permohonan di tingkat Banding dengan diajukan
oleh Tergugat Asal/Pembanding/Penggugat Intervensi | dan
Penggugat Asal/Pihak Terbanding/ Tergugat Intervensi Il
syarat secara formilnya terpenuhi, oleh sebab itu Permohonan
Banding yang dimohonkan dapat diterima.
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram
menyatakan dalam butir kedua, yakni menguatkan Putusan
Pengadilan Agama Selong Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel.
dengan tertanggal pada 13 Juli 2016 Masehi atau bertepatan

pada tanggal 08 Syawal 1437 Hijriyah.

D. Alasan-Alasan Pengajuan Kasasi

Adapun dari bunyi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram di
atas, para pihak Pembanding/Tergugat asal/Penggugat Intervensi | belum puas
atas hasil putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Mataram. Oleh karenanya para pihak Pembanding mengambil upaya
hukum selanjutnya yakni mengajukan permohonan Kasasi atas perkara yang
sama kepada Mahkamah Agung (MA).

Pengajuan Permohonan Kasasi yang disampaikan kepada Mahkamah
Agaung (MA), para pemohon Kkasasi/Pembanding/Tergugat asal
menyampaikan alasan-alasan mengajukan upaya hukum kasasi dalam memori

kasasinya, di antaranya:

47 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor:64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.
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1. Bahwa pemohon Kasasi sebenarnya telah bercerai secara syariat Islam
dengan Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi menyampaikan alasan
dilakukan perceraian hanya secara syariat Islam saja, dikarenakan
pernikahan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi pada awalnya
dilakukan secara syariat Islam, maka diakhiri pula dengan perceraian
secara syariat Islam. Demikian mengenai perkara perceraian tersebut
yang merupakan keinginan dari pihak Terbanding sendiri, hal ini dapat
dilihat bahwa Pihak Terbanding sebelumnya sudah dua Kkali
mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Selong.
Adapun gugatan perceraian pertama yang diajukan kepada Pengadilan
Agama Selong telah terdaftar pada tanggal 21 September 2015 dengan
perkara Nomor 966/Pdt.G/2015/PA.SEL. Pengajuan gugatan
perceraian yang pertama kali oleh Majelis Hakim Pengadilan Selong
ditolak, kemudian dilanjutkan pengajuan kembali oleh Terbanding dan
terdaftar dengan perkara Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA/ SEL.

2. Bahwa Pemohon Kasasi menyayangkan akan putusan yang diberikan
oleh Hakim Pengadilan Agama Selong pada Putusan Nomor
1286/Pdt.G/2015/PA/ SEL, yang dikuatkan oleh Putusan Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 64/Pdt.G/2016/PA. MTR.
Apabila Majelis Hakim berpandangan jika perceraian diluar
pengadilan tidak berakhibat hukum apapun, lantas bagaimana dengan
akibat hukum terhadap perkawinan yang dilakukan di luar prosedure
Negara.

3. Selain itu berbicara mengenai konteks poligami, dimana ketika ingin

mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian hendaknya pihak
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Pemohon dan Termohon mengajukan terlebih dahulu permohonan izin
poligami kepada pengadilan. Pengajuan izin poligami tersebut harus
disertai dengan izin isteri-isterinya sebelumnya sebagaimana yang
telah diamanahkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

. Bahwa disamping itu pihak Termohon Kasasi dalam surat gugatannya
tidak meyantumkan isteri/isteri-isteri sebelumnya kedalam proses
persidangan. Hal ini pula yang melandasi pihak Pemohon Kasasi untuk
mengupayakan perkara ke tingkat kasasi, apabila di dalam suatu
perkawinan maupun suatu perceraian tidak akan terlepas dari adanya
akibat hukum tertentu bagi pelaku yang terdapat di dalamnya. Sejalan
pula dengan akibat hukum apabila telah berlangsung perkawinan
poligami yang tentu isteri-isteri sebelumnya termasuk kedalam pihak
yang bersangkutan atas akibat hukum perkawinan poligami.

. Pada Buku terkait Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama atau Buku 1l (BINDALMIN) menjadi rujukan alasan
Permohonan Kasasi yang menjelaskan, bahwa ketika dalam suatu
proses pemeriksaan permohonan isbat nikah telah diketahui suami
berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya, maka
isteri- isteri sebelumnya juga harus dijadikan sebagai pihak yang
bersangkutan dalam perkara tersebut. Dengan tidak terpenuhinya
subjek hukum yang lengkap (plurium litis consortium) gugatan yang
diajukan oleh Penggugt Asal dinilai sebagai gugatan cacat hukum.
Isteri-isteri sebelumnya menjadi pihak intervensi dengan mengajukan

permohon intervensi, dikarenakan pada faktanya perkawinan poligami
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yang dilakukan oleh pihak Pemohon dan Termohon Kasasi tanpa
memalui izin persetujuan isteri-isteri sebelumnya. Di samping pula
pihak Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan bahwa perkawinan
yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur perkawinan poligami
yang sudah ditetapkan.

. Bahwa hukum memang tidak membatasi gugatan cerai yang diajukan
oleh isteri | atau Il, akan tetapi perkara ini masuk kedalam koridor
perkawinan poligami. Menjadi ganjil apabila hakim bisa menjatuhkan
putusan perceraian dengan mengesampingkan keabsahan perkawinan
yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Disamping itu, dalam
perkara pengesahan isbat nikah poligami Hakim Pengadilan tidak
boleh hanya melihat pihak yang mengajukan saja, melainkan juga
harus mendengarkan pihak-pihak yang ikut menjadi pelaku hukum di
dalamnya.

Proses pengesahan isbat nikah jika tidak sesuai prosedure hal ini akan
mengakibatkan adanya penyelundupan hukum, dimana pula
munculnya anggapan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata
bisa dikompromikan dengan pengadilan. Demikian juga, hal ini akan
menyebabkan semakin banyaknya perilaku perkawinan yang tidak
dicatatkan tanpa adanya efek jerah, terlebih yang menjadi korban atas
perkawinan seperti ini tidak lain ialah isteri- isteri sah serta anak-anak
yang terlahir dari perkawinan tersebut.

. Bahwa penerapan terhadap pasal 7 ayat (3) pada Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dalam perkara isbat nikah poligami, hendaknya lebih bijak

serta tetap sejalur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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Tentang Perkawinan. Jangan sampai dengan dalih menerapkan sesuai
amanah pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat
pemikiran terhadap perkawinan siri yang bisa dikompromikan.
Sehingga masyarakat akan melakukan perkawinan siri tanpa
memikirkan konsekuensi dan efek negatif yang timbul apabila
melakukannya.

10. Bahwa Kompilasi Hukum Islam bisa dikatakan sebagai hukum materil
dan bisa menjadi pedoman dalam mengaplikasikan hukum Islam baik
di ranah Pengadilan Agama, pada Pengadilan Tinggi Agama, maupun
pada Mahkamah Agung sejauh aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) tidak berseberangan dengan apa yang sudah diatur oleh
Undang-Undang yang berlaku. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengamini prinsip monogami,
memang dimungkinkan apabila dilakukan perkawinan poligami
dengan catatan para pihak yang terikat dengan perkawinan poligami
tersebut menghendaki dan mendapat izin dari pengadilan. Kemudian,
Pengadilan dapat memberi izin poligami apabila isteri-isteri dari
perkawinan sebelumnya memenuhi syarat dalam kondisi tertentu yang
dibolehkan melakukan poligami seperti isteri tidak bisa memberikan

keturunan, isteri terdapat cacat badan, dan lainnya.

E. Dalil-Dalil Memori Kasasi
Pemohon Kasasi dalam memori kasasinyanya menjelaskan bahwa
perkawinan poligami yang tanpa dicatatkan di beberapa daerah di
Indonesia khususnya Lombok sebagaimana yang terjadi pada perkara a

quo, masih kerap terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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Tentang Perkawinan telah diberlakukan. Sebagaimana yang sudah di atur
mengenai legitimasi Negara atas perkawinan yang dicatatkan.

Permohonan pengesahan nikah poligami yang dimohonkan oleh
Termohon kasasi pada perkara a quo ini, secara tidak langsung
memberikan stigma dikalangan masyarakat bahwa semakin di buka
lebarnya pintu legalitas terhadap perkawinan poligami tanpa terlebih
dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan. Selain itu
dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami juga bisa membentuk
cara berpikir masyarakat untuk menyepelekan pentingnya pencatatan
perkawinan guna melindungi hak baik suami mupun isteri. Mereka akan
melakukan perkawinan secara siri terlebih dahulu, kemudian ketika
terdapat kepentingan yang mengharuskan adanya kepastian hukum,
barulah para pihak bisa mengajukan permohonan isbat nikah ke
Pengadilan Agama.

Mengenai keadaan masyarakat Lombok pada saat itu, di mana pada
Tahun 1968 ketika dilangsungkan perkawinan antara Pemohon Kasasi
dengan Turut Termohon, hampir semua masyarakat Lombok asing dan
belum memahami atauran maupun norma hukum perkawinan Di samping
itu, administrasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) belum sistematis dan
berkasnya tidak terarsip dengan baik. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi
dan Turut Termohon tidak memiliki salinan pencatatan perkawinan.
Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak
mempertimbangkan terhadap fakta hukum dalam perkara a quo adalah
tidak sinkron dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.
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Pertimbangan Judex Facti yang diberikan oleh hakim saat
memeriksa perkara ini dinilai tidak mencerminkan kududukan subyek
hukum secara sama di hadapan hukum, sebagaimana yang telah
diamanahkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 mengenai Kehakiman. Dalam pertimbangan Judex Facti yang
diberikan oleh hakim, cenderung mengesampingkan adanya fakta hukum
yakni perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dengan Turut
Termohon terjadi pada tahun 1968. Di mana pula secara kedudukan
formalnya, hal ini terdapat kejelasan bahwa Pemohon Kasasi adalah istri
pertama yang sah dari turut Termohon Kasasi. Justru sebaliknya
Pertimbangan Judex Facti tersebut cenderung melihat kedudukan hukum
Termohon Kasasi yang mengaku sebagai isteri ketiga atas perkawinan
yang dilakukan pada tahun 1983 atau dapat dipahami pada tahun tersebut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sudah
diberlakukan.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon Kasasi dengan
Turut Termohon Kasasi pada Tahun 1968, jika merujuk pada Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1984,
tidak ada satupun pasal yang memaparkan bahwasanya perkawinan
tersebut adalah batal demi hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat.
Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan Judex Facti yang lebih
menekankan kepada pembuktian formal atas kedudukan hukum terhadap
perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dinilai

tidak berdasarkan hukum.
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Dikutip dari penjelasan ketua muda dibidang urusan lingkungan
peradilan agama yakni Dr.H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H saat
Rakernas depatnya pada 28 Oktober-November 2012 di Manado. Terkait
rumusan kamar agama yang terdapat 20 (dua puluh) permasalahan
diantaranya pada angka (12) memaparkan, bahwa pengesahan perkawinan
(isbat nikah) terhadap perkawinan poligami yang dilakukan oleh seseorang
untuk proses perceraian. Sedangkan pada saat perkawinan tersebut tidak
mendapat persetujuan poligami dari pengadilan dan tanpa dimintakan izin
dari isteri-isteri sebelumnya, maka perkawinan yang terjadi tersebut tidak
dapat diisbatkan kecuali mengajukan permohona izin poligami terlebih
dahulu kepada pengadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut, seharusnya
pertimbangan Judex Facti memberikan putusan tidak mengabulkan

permohonan isbat nikah poligami.

F. Pertimbangan Hukum Pada Putusan MA Nomor 639K/Ag/2017

Pemaparan alasan-alasan permohonan kasasi di atas, berikut

beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Agung (MA) dalam memutus
perkara ini, sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh

Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dengan Termohon Kasasi/Penggugat

Asal merupakan perkawinan poligami. Hal ini didasarkan pada

sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat Asal ketika dilakukannya

perkawinan tersebut telah memiliki 2(dua) orang isteri dan 4(empat)

orang anak dari istri kedua. Perkawinan poligami dalam perkara ini

merupakan perkawinan yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan
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Agama (KUA) dan dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama yang
berwenang.
. Pertimbangan terhadap gugatan yang dialayangkan oleh Penggugat
pada pokoknya sebagai gugatan perceraian, namun untuk memunih
syarat formal dalam proses perceraian terhadap perkawinan siri ialah
melalui pengesahan perkawinan terlebih dahulu. Isbat nikah untuk
perkara ini ialah termasuk kedalam isbat nikah poligami, di mana
pihak Tergugat Asal sebelum dilakukan perkawinan tersebut telah
memiliki 2 (dua) orang isteri yang tercatat secara sah serta telah
dikaruniai 4(empat) orang anak oleh isteri keduanya.
. Pertimbangan terkait perkawinan pada perkara ini yakni perkawinan
poligami yang tidak diizinkan oleh pengadilan disamping tidak
mendapatkan persetujuan dari isteri-isteri sebelumnya, maka gugatan
penggugat untuk pemenuhan syarat formil perceraian dinyatakan
secara tegas tidak dapat diterima. Begitu pula dengan permohonan
isbat nikah poligami yang diajukan oleh Termohon Kasasi pun
diputuskan tidak dapat diterima.
. Berdasarkan beberapa pertimbangan yang sudah dikemukakan di atas,
menurut pendapat Hakim Mahkamah Agung dinyatakan telah
tercukupinya alasan pendukung sehingga dapat dikabulkannya
permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi | yakni
Muhammad Arifin bin Amag Mahnep, beserta pihak Pemohon Kasasi
I1: Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Abdurrahman, dan Hj. Aripatul Ulia
binti Misrah. Dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama

Mataran Nomor 64/Pdt,G/2016/PTA.Mtr. tertanggal pada 28
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November 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong
Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel tertanggal 13 Juli 2016.

5. Bahwa mengenai perkara ini merupakan termasuk kedalam sengketa
pada ranah perkawinan, merujuk kepada pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama terhadap
biaya perkara dalam tingkat pertama ditujukan kepada Penggugat,
untuk tingkat banding dibebankan kepada pihak Pembanding, dan
ditingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi I.

6. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuai pada
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan
Kehakiman, di samping itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai
Peradilan Agama, beserta Peraturan Perundang-undangan yang

berkesinambungan.

G. Amar Putusan Pada Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017

Adapun amar putusan hasil pemeriksaan permohonan kasasi

terhadap isbat nikah poligami adalah sebagai berikut:*®
1. Mengabulkan permohonan tingkat kasasi sebagaimana yang
dimohonkan oleh Pemohon Kasasi I, atas nama HMUHAMMAD
ARIFIN bin AMAQ MAHNEP beserta pemohon Il yang
bersangkutan atas perkara ini yakni Hj.RABIATUL ADAWIYAH
bintit. HABDURRAHMAN dan HJARIPATUL ULIA binti

MISRAH.

48 Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639 K/Ag/2017.
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2. Membatalkan putusan yang diberikan oleh Majelsi Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Mataram Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr pada
tanggal 28 November 2016 Masehi atau pada bulan hijriyah tepatnya
pada tanggal 28 safar 1438 H.

3. Meberikan beban biaya perkara ditingkat kasasi kepada Pemohon
Kasasi | sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Putusan di atas merupakan hasil pertimbangan hakim MA melalui
permusyawaratan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, tepatnya pada
hari Rabu tanggal 8 November 2017 oleh Dr.H. Mukhtar Zamzami,
S.H., M.H., yang telah ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebgai
Ketua Majelis, dengan hakim anggota yakni Dr.H. Purwosusilo, S.H.,
M.H. dan Dr.H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hasil putusan tersebut
disampaikan untuk umum pada sidang terbuka saat hari itu juga,
dengan dibantu oleh Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. tanpa

dihadiri oleh para pihak.

Dengan Perincian Biaya Kasasi sebagai berikut:

1. Materai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp 489.000,00

4. Jumlah Rp 500.000,00
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
PADA PUTUSAN MA NOMOR 639/K/AG/2017 ATAS PUTUSAN NOMOR

64/PDT.G/2016/PTA.MTR TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI

A. Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap putusan MA Nomor
639K/Ag/2017 Atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang
Isbat Nikah Poligami

Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif yang bertugas dalam
mengawasi serta mengatur mengenai seluk beluk terhadap kekuasaan
kehakiman. Amanah tersebut telah diejawantahkan oleh pasal 24 ayat (2)
Undang-Undang NRI Tahun 1945 pada amandemen ke empat. Di mana
Kekuasaan Kehakiman di amanahkan kepada Mahkamah Agung beserta 4
(Empat) peradilan di bawahnya pun tidak asing lagi bahwa Mahkamah Agung
memiliki porsi untuk memeriksa suatu perkara pada tingkat tertinggi yakni
pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. 4°

Selain itu, kedudukan dari Mahmakah Agung ialah sebagai badan
yudikatif yang bersifat distributif guna mengambil kewenangan membentuk
suatu peraturan. Oleh karenanya Mahkamah Agung diberi ruang oleh Negara
untuk mengatur lebih lanjut terhadap suatu perkara, yang mana penyelesaian
hukum atas suatu perkara tersebut belum diatur oleh Undang-Undang maupun
guna untuk mengisi kelancaran proses peradilan apabila terdapat kekosongan

hukum.

49 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Berbicara mengenai isbat nikah, yang telah tertera pada penjelasan
sebelumnya, bahwa pengesahan terhadap perkawinan (isbat nikah) juga
termasuk kedalam salah satu kewenangan daripada Pengadilan Agama.
Sejatinya bahasan mengenai isbat nikah masih terbatas pedoman hukumnya
pada hukum perkawinan di Indonesia. Namun, dikarenakan animo masyarakat
dan masalah mengenai perkawinan kian kompleks serta kebutuhan akan isbat
nikah guna melindungi hak-hak suami isteri di dalamnya.

Dengan itu di dalam peradilan Agama mengunakan dasar Hukum
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum saat memeriksa perkara
yang dimohonkan, selain itu juga untuk mengisi kekosongan hukum mengenai
isbat nikah. Walaupun jika merujuk kepada hierarki Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia, pada tingkatannya KHI terletak di bawah Undang-
Undang. Dari sini dapat dipahami jika dalam memutus perkara mengenai isbat
nikah Hakim Pengadilan Agama melakukan penggalian hukum dengan
merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam.

Memang secara Hierarkinya tidak mencerminkan asas lex superior
derogate lex inferiori, dengan makna hukum yang kedudukannya lebih tinggi
mengesampingkn hukum yang berkedudukan lebih rendah atau pada asas ini
dapat dipahami jika peraturan yang terdapat dibawahnya tidak diperbolehkan
berseberangan dengan hukum di atasnya. Asas ini bisa tidak berfungsi ketika
dicerminkan kepada keadaan sewaktu terjadi kekosongan hukum
(rechtsvaacum), sehingga menurut penulis penggalian hukum dengan merujuk
kepada KHI untuk mengisi kekosongan hukum jelas diperbolehkan.

Kewenangan dalam menerima pengajuan permohonan atas isbat nikah

telah tertuai di dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam perkara
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yang di analisis oleh penulis spesifiknya ialah terletak pada pasal 7 ayat (3)
KHI yaitu isbat nikah poligami dalam rangka memenuhi syarat formil guna
mengajukan gugatan perceraian. Dengan kronologi yang telah dijabarkan pada
bab 11, dipahami bahwa perkawinan pada perkara ini dikonstruksikan sebagai
perkawinan poligami secara siri (tidak dicatatkan). Sebagaimana procedur
yang telah diatur oleh hukum positif di Indonesia, perkawinan poligami diakui
apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan.®°

Pada saat pemeriksaan perkara a quo ini pada Pengadilan Tigkat pertama,
mendapatkan persetujuan oleh Hakim Pengadilan Agama Selong terhadap
pengajuan isbat nikah sesuai dengan pertimbangan hakim yang tertulis pada
Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA. Sel. Kemudian diajukan upaya hukum
melalui banding, hasil pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim di
Pengadilan Tinggi Agama Mataram ialah mengabulkan dengan menguatkan
pendapat Majelis Hakim pada tingkat pertama \ sesuai dengan amar Putusan
Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. Kedua putusan Judex Facti tersebut, menurut
ijtihad hakim dalam putusannya merujuk pada pasal 7 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam. Dengan menyatakan bahwa isbat nikah dapat ditempuh apabila
dalam rangka memenuhi syarat formil gugatan perceraian.

Kedua pengadilan Judex Factie tersebut memakai pasal 7 ayat (3),
beralasan bahwa aturan mengenai isbat nikah belum di atur pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pada hukum positif lainnya. Anggapan
majelis hakim baik pada Pengadilan Agama Selong maupun Pengadilan
Tinggi Agama Mataram mengesahkan perkawinanya merujuk kepada pasal

tersebut dengan pertimbangan peyelesaian perceraian, dimana perceraian

%0 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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hanya diakui apabila diikrarkan di depan pengadilan. Majelis hakim juga
menilai bahwa perkawinan tersebut hanya perkawinan tidak di catatkan saja.

Pertimbangan hakim baik di Pengadilan Agama Tingkat Pertama maupun
di Pengadilan Agama Tingkat Tinggi terbantahkan dengan pertimbangan
hukum yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung, di mana menurut
penulis Hakim MA memberikan pertimbangan hukumnya berfokus kepada
peraturan formal dalam melakukan pengesahan perkawinan. Selain itu dalam
memeriksa perkara ini, Hakim MA berpendapat lain dengan
mengkontruksikan perkawinan ini sebagai perkawinan poligami sebagaimana
fakta hukum vyang ditemukan saat persidangan. Sehingga menurut
pertimbangan Hakim MA jika merujuk kepada pasal 7 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam, hal ini dikatakan tidak selaras dengan fakta hukum yang telah
ditemukan. Hal ini dikarenakan dasar perkawinan yang dipahami oleh Hakim
Pengadilan Agama Selong atau Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram
adalah hanya perkawinan secara siri saja tanpa mengkontruksikan dasar
perkawinan tersebut.

Demikian juga apabila merujuk kepada hukum mengenai poligami baik
yang telah diatur pada hukum Islam itu sendiri maupun hukum perkawinan di
Indonesia, yang menjelaskan bahwa poligami boleh dilakukan jika telah
memenuhi beberapa persyaratan. Adapun persyaratan atau alasan yang
dimaksud ialah suami boleh mengajukan permohonan poligami apabila si
isteri memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan, seperti isteri tidak bisa
memberikan keturunan, tidak bisa menjalankan sebagaimana tugas seorang

isteri, atau menderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan.5*

51 pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
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Sebaliknya suami juga harus memenuhi persyaratan ketika menginginkan
poligami ialah mampu, baik kemampuan secara materil maupun kemampuan
dalam bersikap adil kepada isteri-isterinya. Namun, sebagaimana fakta hukum
yang ditemukan pada proses persidangan bahwa isteri-isteri terdahulu yakni
istri kedua telah memberikan 4 (empat) orang anak dan tidak terdapat penyakit
kronis pada istrinya, yang sebelumnya memang isteri pertama tidak bisa
memberikan keturunan sehingga isteri pertama memberikan izin untuk
suaminya melakukan poligami. Hal demikian menurut kaca mata penulis
alasan-alasan poligami di atas tidak terpenuhi.

Alasan selanjutnya hakim MA dalam mempertimbangkan tidak
mengabulkan pengesahan perkawinan poligami ini ialah dalm surat
eksepsinya pihak intervensi, dengan memberikan pernyataan bahwa tidak
pernah memberikan izin kepada pihak Tergugat untuk melakukan poligami,
begitu pula dengan Tergugat tidak pernah meminta izin untuk melakukan
perkawinan poligami. Penulis berpendapat jika alasan tersebut menambah
pertimbangan Hakim MA dengan tidak mengabulkan permohonan isbat nikah.
Alasan ini di perkuat oleh pasal 5 ayat (1) point a jo. Pasal 58 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berdalih peengadilan dapat menyetujui
perkawinan poligami apabila telah mendapatkan izin dari isteri-isteri

sebelumnya.

. Analisis Kesesuaian Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 atas Putusan
Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Dengan
Ketentuan Isbat Nikah Dalam Hukum Islam

Pada asasnya Indonesia mengatur mengenai perkawinan monogami,

namun dijelaskan lebih lanjut pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan memaparkan bahwasanya poligami
bisa dilaksanakan jika pihak-pihak yang terkait telah memberikan persetujuan
atas rencana poligami tersebut. Dalam hukum Islam pun poligami di
perbolehkan, namun sama halnya dengan hukum positif Indonesia, bahwa
poligami bisa dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu semisal
suami mampu bersikap adil dan sebelumnya telah meminta izin kepada isteri-
isterinya. Sehingga diharapkan perkawinan secara poligami tersebut dilakukan
dengan hati yang ikhlas tanpa melukai pihak-pihak yang bersangkutan demi
tercapainya kemaslahatan.

Fenomena yang dapat kita amati dari perkara yang telah diajukan di atas
merupakan pengajuan gugatan perceraian, namun kontruksi dari perkawinan
yang akan diputuskan ialah perkawinan poligami secara siri. Sehingga dalam
syarat formalnya harus menempuh proseudur administrasi terlebih dahulu
yakni dengan mengajukan permohonan isbat nikah. Oleh karenanya
Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agaama
Selong, dengan putusan bahwa Hakim Pengadilan Agama Selong
mengabulkan permohona isbat nikah. Selanjutnya ketika pihak Tergugat ingin
melanjutkan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram pun telah
diberi putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong.

Akan tetatapi, berbeda halnya dengan putusan yang diberikan oleh Hakim
MA, di mana dalam putusannya ialah membatalkan putusan yang diberikan
oleh Pengadilan Agama Selong atau Putusan Pengadilan Agama Tinggi
Mataram. Dengan beberapa pertimbangan yang sudah dipaparkan oleh Hakim

MA penulis menganalisisnya dari beberapa sisi dan mengaitkan antara



60

kesesuaian Putusan MA tersebut dengan ketentuan isbat nikah dalam hukum
Islam.

Penulis menganalisis dibatalkannya putusan Judex Factie oleh Hakim MA,
dikarenakan pertimbangan hakim keduanya belum melihat secara menyeluruh
mengenai kontruksi dasar perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat
dengan Tergugat Asal padahal fakta hukum ini tertera pada saat persidangan.
Penulis memahami bahwa dalam Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 lebih
merujuk kepada hukum formil yang melandasi kontruksi perkawinan pada
perkara tersebut.

Perkawinan yang terjadi pada perkara ini ialah perkawinan poligami, oleh
sebab itu permohonan isbat nikah bisa dikabulkan apabila para pihak
melayangkan permohonan terkait izin poligami kepada pengadilan terlebih
dahulu dengan persyaratan yang dibutuhkan. % Akan tetapi pada saat
pemeriksaan perkara atas putusan Judex Facti, tidak ditemukan adanya
pengajuan izin poligami terlebih dahulu kepada pengadilan dalam rangka isbat
nikah poligami. Terkait hal ini penulis juga memahami mengenai permohonan
isbat nikah poligami pada perkara a quo di atas tidak bisa dibenarkan.

Tidak adanya persyaratan yang terpenuhi, hal ini sudah jelas bahwa
apabila dikabulkannya permohonan isbat nikah tidaklah berdasar. Selain itu,
ketika proses persidangan berlangsung ditemukannya fakta hukum bahwa
pihak Tergugat sebelum si Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah
daalam rangka memenuhi syarat perceraian, pihak Tergugat ternyata telah
menjatuhkan talak kepada si Penggugat yang waktu itu masih berstatus

sebagai isterinya. Dari fakta hukum tersebut, kita dapat memahami bahwa saat

52 pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Aagama (BUKU 1), 139.
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diajukannya permohonan isbat nikah dalam status perkawinan keduanya sudah
dianggap putus.

Tergugat memaparkan dalam surat jawabannya bahwasanya Tergugat
mentalak isterinya tidak di depan pengadilan dikarenakan Tergugat
memahami bahwa perkawinan yang berlangsung dengan Penggugat
merupakan perkawinan siri, sehingga menurut Tergugat tidak perlu adanya
ikrar talak di depan pengadilan. Jika merujuk kepada hukum Islam pun, ketika
suami telah berniat menjatuhkan talak kepada isteri seketika itulah terjadi
talak (putusnya perceraian).

Walaupun di Indonesia hanya mengakui perceraian di depan Pengadilan
sebagaimana yang telah diejawantahkan pada pasal 14 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam (KHI), berbeda halnya jika kontruksi awal perkawinan yang
dilaksanakan oleh suami isteri apabila perkawinan tersebut tidak tercatat oleh
negara maka yang digunakan sebagai dasar hukum perceraian tersebut ialah
merujuk kepada hukum Islam. Dari pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa
ketika putusan Judex Facti mengabulkan permohonan isbat nikah maka hal itu
termasuk kedalam putusan yang bertentangan dengan hukum. Alasan ini lah
yang menjadi landasan pertimbangan Hakim MA dalam memberikan putusan
yakni membatalkan putusan Judex Facti sebagaimana yang tertera pada
Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL dan dikuatkan oleh Putusan Nomor
64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Segenap pemaparan yang telah penulis jelaskan, dapat dipahami bahwa
pihak penggugat sangat menginginkan pengajuan isbat nikah dikarenakan,

pihak pengguagt juga menginginkan adanya hak-hak seorang istri pasca
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perceraian, sebagaimana hak-hak yang didapat oleh istri dengan perkawinan
yang sah. Namun, keingian tersebut tidak mendapatkan penguatan hukum dari
Majelis Hakim MA, sehingga pengesahan perkawinan yang disetujui oleh
pengadilan Judex Factie harus dibatalkan.

Dari beberapa paparan analisis diatas, berbicara mengenai kesesuaian
antara Putusan MA Nomor 639 KJ/Ag/2017 atas Putusan Nomor
64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr dengan ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam
menurut penulis adalah sudah sesuai. Di samping itu dengan adanya Putusan
MA Nomor 639 K/Ag/2017 memberikan benang merah terhadap para pelaku
nikah siri dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menganggap

sepele masalah pencatatan perkawinan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan atas pemaparan yang sudah penulis uraikan di atas
dapatlah ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum terhadap permohonan isbat nikah poligami
sebagaimana pada perkara yang diadili pada Putusan MA Nomor 639
K/Ag/2017  atas  Putusan  Nomor  64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr
menerangkan terkait Majelis Hakim MA yang membatalkan putusan
Judex Factie, dengan berpandangan kepada hukum formil atas
kontruksi dasar perkawinan pada perkara tersebut, yakni pasal 7 ayat
(3) disamping pula pasal 56,57,58 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Pertimbangan hukum atas pekara yang diadili pada Putusan MA
Nomor 639 K/Ag/2017, penulis berpendapat sudah sesuai dengan
ketentuan isbat nikah pada hukum Islam. Kesesuaian tersebut penulis
analisis dari sisi kontruksi perkawinan yang tentunya juga harus
terpenuhinya syarat formil sebagaimana yang tertera pada kesimpulan

point pertama.

B. Saran
Dari penjelasan-penjelasan di atas penulis menuaikan saran dalam
skripsi ini di antaranya:
1. Kepada Majelis Hakim, hendaknya lebih teliti dalam membaca dan
memeriksa fakta hukum yang ada ketika menangani suatu perkara.
Termasuk pula ketika memeriksa perkara di bidang pengesahan

perkawinan. Beserta kepada pemerintah segera dalam membuat dan



64
merancang Perundang-undangan yang mengatur mengenai isbat nikah
lebih lanjut, termasuk isbat nikah poligami.

Kepada masyarakat umum, hendaknya tidak menyepelekan pentingnya
pencatatan perkawinan. Bagaimanapun alasannya, dampak adanya
perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan pihak-pihak di
dalamnya. Demi terlindunginya hak-hak dalam perkawinan, maka
pencatatan perkawinan merupakan cara yang tepat, karena negara

hanya mengakui adanya perkawinan yang dicatatkan.
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